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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32 TAHUN 2021 

 TENTANG  

INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN 

PERALATAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan 

kehandalan operasi minyak dan gas bumi, perlu 

dilakukan inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan 

terhadap setiap instalasi dan peralatan pada kegiatan 

usaha minyak dan gas bumi; 

   b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan 

Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan 

Usaha Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai dengan 

kebutuhan atas keselamatan, keamanan, dan 

kehandalan operasi minyak dan gas bumi, sehingga perlu 

diganti;  

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan 

Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan 

Gas Bumi;  
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;     

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang 

Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi 

Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3031);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang 

Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 

www.peraturan.go.id



2021, No.1273 
-3- 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 6617); 

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);  

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN 

KESELAMATAN INSTALASI DAN PERALATAN PADA 

KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur 

atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, 

lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh 

dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk 

batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk 

padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan 

dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon 

yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer 

berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan 

minyak dan gas bumi.  

3. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan 

yang meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha 

hilir.  

4. Keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya 

disebut Keselamatan Migas adalah keselamatan yang 

meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan 

peralatan, keselamatan lingkungan, dan keselamatan 

umum. 

5. Instalasi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut 

Instalasi adalah rangkaian peralatan yang terintegrasi 

dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi 

pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.  

6. Penelaahan Desain adalah evaluasi secara sistematis dan 

independen dari suatu rancangan desain Instalasi pada 

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.  

7. Inspeksi Teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, 

pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau 

Instalasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik. 
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8. Pemeriksaan Keselamatan adalah inspeksi terhadap 

Keselamatan Migas dan keteknikan atas dipenuhinya 

ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan 

kaidah keteknikan yang baik dan pengawasan dalam 

rangka pelaksanaan Inspeksi Teknis pada Kegiatan 

Usaha Minyak dan Gas Bumi. 

9. Analisis Risiko adalah kegiatan untuk mengidentifikasi 

dan menganalisa potensi sebab dan kemungkinan akibat 

risiko secara kuantitatif, semi kuantitatif, dan kualitatif. 

10. Standar adalah standar terkait Minyak dan Gas Bumi 

yang diakui oleh Menteri, meliputi standar Instalasi dan 

peralatan, standar bahan bakar Minyak dan Gas Bumi, 

standar kompetensi pekerja Minyak dan Gas Bumi, 

termasuk tata cara dan metode uji keteknikan Minyak 

dan Gas Bumi, standar pelaksanaan Analisis Risiko, dan 

standar penilaian umur layan Instalasi dan/atau 

peralatan.  

11. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut 

Kontraktor, adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi 

dan eksploitasi atau produksi pada suatu wilayah kerja 

berdasarkan Kontrak Kerja Sama. 

12. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang telah 

memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada 

kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi. 

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi. 

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas 

Bumi. 

15. Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya 

disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara ex 

officio menduduki jabatan direktur yang mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, Standar, prosedur, serta 

www.peraturan.go.id


